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PUTRI RADIYANTI HARFIN (B111 12 374), Tinjauan Yuridis Tindak 
Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2105 di Kabupaten Gowa (Studi 
Kasus Putusan Nomor : 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm). Dibawah bimbingan 
Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. selaku pembimbing I dan Dr. Wiwie Haryani, 
S.H., M.H. selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi antara Sentra 
Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak 
pidana pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten gowa dan analisis 
hukum terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah pada Putusan 
Pengadilan Nomor :345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. Penelitian ini dilakukan 
Kepolisian Resort Gowa, Kejaksaan Negeri Sungguminasa , dan Pengadilan 
Negeri Sungguminasa dengan sumber data primer dan sekunder melalui 
teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang 
diperoleh secara yuridis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai 
penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2015 di 
Kabupaten Gowa. Berdasarkan analisa terhadap data dan fakta yang telah 
penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan, Koordinasi para pihak Sentra 
Gakkumdu Kabupaten Gowa dalam Penanganan Pelanggaran Pidana 
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 telah terjalin 
harmonis, dan kondusif sehingga kerja-kerja Sentra Gakkumdu dalam hal 
menangani Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ini berjalan dengan lancar, 
sehingga pada dasarnya tidak pernah mengalami hambatan atau kendala 
dalam proses rangkaian kegiatannya. Mengenai analisis hukum Putusan 
Pengadilan Nomor : 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm yaitu delik yang dilakukan 
merupakan delik formil, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pemilihan kepala daerah telah tepat, namun dalam penjatuhan sanksi pidana 
terhadap para terdakwa tidak menimbulkan efek jera. 
 
Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Tindak Pidana Pemilihan Kepala 
Daerah, Penerapan Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3). Negara hukum 
menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan 
ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk 
menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 
Secara ideologis, dasar negara Indonesia adalah pancasila yang terdiri 
atas lima dasar sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 
yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai 
kehidupan masyarakat Indonesia. Sila ketuhanan yang maha esa dalam 
Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan 
setiap warga Negara harus mengakui adanya Tuhan.1 Sila Kemanusiaan 
yang adil dan beradap dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan 
                                                          
1 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, Empat Pilar 
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, hlm.45. 
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bahwa kita memiliki Indonesia Merdeka yang berada pula lingkungan 
kekeluargaan Indonesia.2 Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila pada 
prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara 
Kebangsaan yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan 
perangai karena persatuan nasib, serta terikat pada tanah airnya.3 Sila 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan dalam Pancasila pada prinsipnya 
menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan 
mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat 
dalam perwakilan.4 Sila keadilan social bagi seuruh rakyat Indonesia dalam 
Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak aka nada 
kemiskinan dalam Indonesia.5 
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan merupakan suatu asas, bahwa tata 
pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat 
(demokrasi), sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan 
UUD NRI 1945.6 Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan 
tertinggi berada ditangan rakyat sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 
ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut undang-undang”. Makna dari “kedaulatan ditangan 
                                                          
2 Ibid. hlm. 51. 
3 Ibid. hlm.62-63. 
4 Ibid. hlm. 67-68. 
5 Ibid hlm. 78. 
6 Ibid. hlm. 72. 
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rakyat” dalam hal ini rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan 
kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan 
membentuk pemerintah guna mengurus dan melayani seluruh lapisan 
masyarakat. Salah satu perwujudan bahwa Negara Republik Indonesia 
menganut kedaulatan rakyat (demokrasi) yaitu dengan dilaksanakannya 
pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu), baik pemilu presiden dan 
wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pemilu kepala daerah.  
Pemilu merupakan proses memilih orang untuk menduduki sebuah 
jabatan. Sistem pelaksanaan pemilu memiliki mekanisme dan proses 
demokrasi yang jujur dan adil yang dijamin oleh sejumlah peraturan 
perundang-undangan. Sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur 
bahwa : 
 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis”. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.7  
Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD NRI 1945 maka 
akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara terarur dan lebih 
menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu. 
Sejak zaman orde lama hingga orde baru ini Pemilu telah dilaksanakan. 
Salah satu bentuk Pemilu di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah 
(selanjutnya disebut pilkada). Di Indonesia, Pilkada langsung dilaksanakan 
                                                          
7 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 
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sejak tahun 2005. Dasar hukum pelaksanaan pilkada secara langsung 
telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004). 
Dengan Pilkada langsung maka akan memperkuat legitimasi seorang 
Kepala Daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyatnya. Namun, dalam 
pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran baik 
yang bersifat administratif maupun yang berupa tindak pidana. 
Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya 
mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana 
sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan 
karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang 
semakin serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari 
kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian 
memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat 
sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu. 
Selanjutnya, aturan mengenai pilkada diatur dalam UU No. 32 Tahun 
2004. Sistem Pilkada dalam undang-undang tersebut di tengah 
perjalanannya dirasakan masih belum benar-benar demokratis karena 
yang boleh mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah hanyalah partai politik atau gabungan partai politik, sementara 
calon perseorangan/independent tidak dimungkinkan mengikuti Pemilihan 
Kepala Daerah. Oleh karena itu maka berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 005/PPU-V/2007 kemudian diberikan ruang atau peluang 
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kepada calon pasangan perseorangan untuk maju di dalam Pemilihan 
Kepala Daerah.  
Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian 
dilakukan perubahan terhadap Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 melalui 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Terhadap UU No. 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 
2008) yang telah disahkan oleh DPR pada rapat paripurna tanggal 2 April 
2008. UU No. 12 Tahun 2008 mengatur mekanisme dan tata cara 
pengajuan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah 
di Indonesia. Namun undang - undang ini masih memiliki koreksi atas 
kekurangan pelaksaan Pilkada secara langsung, serta pengaturan 
mengenai penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 
dalam peraturan perundangundangan mengenai pemerintahan daerah 
perlu diperbarui sesuai dengan dinamika sosial politik dan diatur dalam 
undang-undang tersendiri, sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
(selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2014). Namun, pembentukan UU 
No. 22 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme Pemilihan Kepala Daerah 
secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah 
mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan 
keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.8  
                                                          
8 Penjelasan atas UU No. 1 Tahun 2015. hlm. 1. 
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Untuk mewujudkan amanah yang mencerminkan prinsip demokrasi 
maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah 
ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 1 
Tahun 2015). Namun, ketentuan di UU No. 1 Tahun 2015 dirasakan masih 
terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala 
apabila dilaksanakan, sehingga perlu disempurnakan,9 sehingga 
pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 
2015) yang diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perundang-
undangan sebelumnya. Namun, Pada saat UU No. 8 Tahun 2015, semua 
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan 
dari UU No. 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5656), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
                                                          
9 Penjelasan atas UU No. 8 Tahun 2015 hlm. 1. 
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dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.10 Tindak pidana yang terjadi 
pada pemlihan kepala daerah disebut Tindak Pidana Pemilihan.11 Dalam 
UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 8 Tahun 2015 ditegaskan bahwa ada 
empat institusi yang terlibat dalam penanganan perkara pidana pemilu 
yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan. 
Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran atau 
kejahatan terhadap pemilihan yang menyangkut pidana maka Panwaslu, 
Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum 
Terpadu (selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu). Dasar hukum 
pembentukan sentra gakkumdu adalah Pasal 152 ayat (1) UU No. 1 Tahun 
2015 yang mengatur bahwa : 
Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak 
pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas 
Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan 
Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra 
penegakan hukum terpadu. 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu diatur berdasarkan 
kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas 
Pemilu.12 Keanggotaan Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat terdiri dari 
Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Ketua 
                                                          
10 Pasal 205A UU No. 8 Tahun 2015. 
11 Pasal 145 UU No. 1 Tahun 2015 mengatur bahwa “Tindak pidana Pemilihan merupakan 
pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini”. 
12 Pasal 152 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015. 
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Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu. Ditingkat provinsi 
terdiri dari Direktur Reskrim/Umum, Asisten Pidana umum Kepala 
Kejaksaan Tinggi, Koordinator Bidang Hukum dan Penanganan 
Pelanggaran pemilu Panwaslu Provinsi. Dan ditingkat kabupaten/kota 
anggotanya adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kepala Seksi Pidana 
Umum dan Koordinator bidang Hukum dan Penanganan Pemilu Panwaslu 
Kabupaten/Kota.13 
Pada tahun 2015, Indonesia melaksanakan Pilkada serentak yang 
terdiri dari 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 Kota.14  Diharapkan dengan 
adanya UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015, serta Kesepakatan 
Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, 
Nomor : 15/NKB/BAWASLU/X/2015, Nomor : B/38/X/2015, Nomor : KEP-
153/A/JA/10/2015 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu 
(selanjutnya disebut MoU Sentra Gakkumdu), akan mempermudah 
penanganan tindak pidana pemilihan agar tidak ada lagi perbedaan 
persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan 
penanganan pelanggaran pidana Pemilu. Sebelumnya, tidak adanya 
wadah Sentra Gakkumdu, menyulitkan Pengawas Pemilu dalam 
menindaklanjuti adanya temuan atau pelaporan pidana Pemilu. Misalnya, 
ada beberapa kasus yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu ditolak oleh 
                                                          
13 Pasal 5 MoU Sentra Gakkumdu 
14http://observerindonesia.co/obsi/blog/2015/07/31/ini-daftar-daerah-yang melangsungkan-
pilkada-serentak-2015/, diakses pada tanggal 16 Maret 2016. Pukul 21.00 WITA. 
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Kepolisian akibat tidak cukup bukti atau Sentra Gakkumdu belum 
terbentuk.15 Berdasarkan evaluasi, penanganan pelanggaran Pemilu yang 
kerap terbentur tersebut dikarenakan ketidaksamaan persepsi dalam 
penerapan Pasal-Pasal dalam ketentuan pidana yang diatur oleh UU 
Pemilu. Oleh karena itu, dalam Rapat Koordinasi ini diharapkan ada output 
berupa standard operating procedure (SOP) yang jelas dalam penanganan 
tindak pidana Pemilu.16 
Lebih lanjut, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum Pemilu 
yang bermasalah menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya 
pelanggaran pidana Pemilu. Sejumlah tindak pidana ditemukan dalam 
setiap penyelenggaraan pemilu baik pemilu yang berskala nasional 
maupun yang berskala lokal seperti halnya di kabupaten gowa ini hingga 
mencederai proses demokrasi itu sendiri. Penyelesaian terhadap tindak 
pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada 
berlangsung dalam Sistem Peradilan Pidana. Akan tetapi jika dilihat dari 
penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak 
banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan. Dapat dikatakan bahwa 
tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang 
serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat 
tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses 
demokrasi melalui Pemilu. 
                                                          
15 http://www.bawaslu.go.id/id/press-release/sentra-gakkumdu-optimalisasi-penanganan-




KUHP sebagai hukum umum (lex generalis) maupun dalam undang-
undang yang mengatur secara khusus (lex specialis) tentang Pemilu telah 
diatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau Tindak 
Pidana Pemilu, yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dianggap 
mengganggu jalannya Pemilu dan mempengaruhi kemurnian hasil Pemilu 
sebagai dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan 
Pemilu. Dasar hukum tersebut dimuat dalam Pasal 148 sampai dengan 
Pasal 152. Namun demikian, pembuat undang-undang mempunyai 
paradigma dan pola pikir yang intinya KUHP tidak cukup potensial sebagai 
jerat untuk menindak pelaku pelanggaran atau kejahatan dalam rangka 
Pemilu termasuk Pilkada. Tindak pidana dalam Pilkada juga diatur dalam 
UU No. 8 Tahun 2015 Jo UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota; Bab XX Ketentuan Pidana; Pasal 117 
sampai 198. 
Tindak pidana dapat dilakukan lebih dari seorang pelaku secara 
bersama-sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan :  
“Di pidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan yang 
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”  
Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang – Undang 
serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat 
berjalan dengan baik namun pada kenyataannya masih saja ada 
pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ada yang 
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dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh 
masyarakat itu sendiri, misalkan terjadi praktik politik uang (money politics), 
intimidasi, konflik dan kekerasan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, 
mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyalahgunaan jabatan, fasilitas 
dan anggaran negara (abuse of power), penggelembungan dan 
pengurangan suara, pembukaan kotak suara tanpa prosedur dan praktik 
curang lain. Bahkan, tersangka kasus korupsi dan narapidana pun banyak 
terpilih di beberapa daerah. Kasus – kasus itu dapat kita lihat dan jumpai 
pada saat atau setelah Pemilihan kepala daerah 2015 berlangsung.  
Dengan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik 
untuk menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Gowa (Studi 
Kasus Putusan Nomor : 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)” 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang Penulis akan kaji dalam penulisan 
skripsi ini adalah : 
1. Bagaimanakah koordinasi antara Sentra Gakkumdu dalam 
penanganan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah ? 
2. Bagaimanakah analisis hukum terhadap tindak pidana Pemilihan 






C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui koordinasi antara Sentra Gakkumdu dalam 
penanganan tindak pidana pemlihan kepala daerah tahun 2015 di 
Kabupaten Gowa. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap tindak pidana pemilihan 
umum pada Putusan Pengadilan Nomor : 345/Pid.Sus/2015/PN.SGM. 
D. Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat yang ingin diberikan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum pada 
umumnya dan mahasiswa yang mengambil program Hukum pidana 
pada khususnya.  
2. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat 
umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan – persoalan 













A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilh yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam 
WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Belanda, dengan demikian 
WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang 
apa yang dimaksud dengan Strafbaar feit itu. Istilah yang pernah 
digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam 
berbagai litelatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit 
adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, 
perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan 
perbuatan pidana.17 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf,baar, feit.  Dari tujuh 
istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari Strafbaar feit itu, 
ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan 
baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata 
feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan.18 
 
                                                          
17 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67-
68.  




Berikut adalah definisi tindak pidana menurut para ahli : 
a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana menyatakan 
bahwa : 
“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.”19 
 
b. Pompe merumuskan bahwa : 
“Starfbaar feit sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu 
tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang 
telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum 
(Lamintang, 1990:174).”20 
c. Vos merumuskan bahwa : 
“Strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan (Martiman P. 2, 
1996:16).”21 
d. J.E. Jonkers, yang merumuskan bahwa : 
“Peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan 
atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan (1987:135).”22 
 
e. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa : 
“Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman pidana (1981:50).”23 
                                                          
19 Ibid. hlm. 71. 
20 Ibid. hlm. 72. 
21 Ibid. 






f. Simons merumuskan bahwa : 
“Strafbaar feit adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat di hukum.”24 
 
g. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana, jelasnya 
Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut : 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, 
waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) 
dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat 
melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh 
seseorang (yang bertanggung jawab).”25 
 
h. Utrecht merumuskan bahwa : 
 “Strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana  yang sering 
juga ia sebut delik, karena peristiwa pidana itu suatu 
perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan 
(natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang 
ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).”26 
 
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana 
Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum 
pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis 
                                                          
24 Lamintang, P.A.F, 1997,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti , 
Bandung, hlm. 35. 
25 S.R Sianturi,  1982,  Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,  Alumni , 
Jakarta, hlm. 211. 
26 Effendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama , Bandung, hlm. 98. 
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tindak pidana (delik). Menurut Maramis27, beberapa diantara 
pembedaan yang terpenting, yaitu: 
 
a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran. Pembedaan delik atas delik 
kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang 
didasarkan pada sistematika KUHPid. Buku II KUHPid memuat delik-
delik yang disebut kejahatan (misdrijven), sedangkan buku III 
KUHPid memuat  delik-delik yang disebut pelanggaran 
(overtredingen). 
 
b. Kejahatan dan kejahatan ringan. Dalam buku II (kejahatan), ada 
suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-
kejahatan ringan (Belanda : lichte misdrijven). Menurut J.E. 
Jonkers,28 kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri.  
Hukum pidana negeri Belanda tidak mengenal kejahatan ringan. 
Diadakanya jenis kejahatan ini karena pengadilan berada dalam 
jarak-jarak yang jauh, sehingga untuk bentuk-bentuk kejahatan yang 
lebih ringan dipandang perlu dibuat klasifikasi tersendiri agar dapat 
diadili oleh hakim sedaerah. Dalam buku II (Kejahatan) ada sembilan 
macam kejahatan ringan, yaitu : 
1) Penganiayaan Hewan Ringan(Pasal 302 ayat (1) KUHP. 
2) Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP) 
3) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP) 
 
c. Delik hukum dan delik undang-undang. Delik hukum (rechtsdelict) 
adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai 
melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang 
merumuskannya dalam undang-undang. Contoh adalah misalnya 
pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca 
undang-undang tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa 
pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang 
bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang 
dipandang sebagai delik hukum (rechtsdelict), ditempatkan dalam 
Buku II KUHPid tentang Kejahatan. 
Delik undang-undang (wetsdelict) adalah perbuatan yang oleh 
masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena 
dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu 
undang-undang. Contohnya adalah pengemisan di depaan umum 
(Pasal 504 KUHPid). 
 
                                                          
27 Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Raja Grafindo 




d. Delik formal dan delik materil. Delik formal atau delik dengan 
perumusan formal  adalah delik yang dianggap telah selesai 
(vooltooid) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. 
Jadi, delik formal adalah perbuatan yang sudah menjadi delik selesai 
(vooltooid delict) dengan dilakukannya perbuatan. Contohnya Pasal 
362 KUHPid tentang pencurian. Delik material atau delik dengan 
perumusan material adalah delik yang baru dianggap selesai 
(vooltooid) dengan timbulnya akibat yang dilarang. 
 
e. Delik aduan dan delik bukan aduan. Delik aduan (klachtdelict) adalah 
delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang 
berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang 
berkepentingan maka perbuatan itu tidak dapat ditintut ke depan 
pengadilan. Dalam KUHPid, aturan-aturan tentang delik aduan diatur 
dalam Buku I Bab VII (Mengajukan dan Menarik Kembali pengaduan 
dalam kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan), yang 
mencakup Pasal 72s/d Pasal75. Delik aduan dapat dibedakan atas 
delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut 
adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. 
Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu 
merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan 
delik aduan. 
 
f. Delik sengaja dan delik kealpaan. Delik sengaja adalah perbuatan 
yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Contohnya Pasal 338 
KUHPid yang dengan tegas menentukan bahwa barangsiapa 
dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena 
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Delik 
kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan 
(culpa). Contohnya Pasal 359 KUHPid, yang menentukan bahwa 
barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, 
diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan 
paling lama 1 tahun. 
 
g. Delik selesai dan delik percobaan. Delik selesai adalah perbuatan 
yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, 
sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak 
selesai. Dalam KUHPid tidak diberikan defenisi tentang apakah yang 
dimaksud dengan percobaan (poging). Pada Pasal 53 ayat (1) 
KUHPid hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya 
percobaan melakukan kejahatan. 
 
h. Delik komisi dan delik omisi. Delik komisi (commissie delict) adalah 
delik yang mengancamkan pidana terhadap dilakukannya suatu 
perbuatan  (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan 
suatu perbuatan (handelen) atau berbuat sesuatu. Delik ini 
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berkenaan dengan norma yang bersifat larangan, yaitu Pasal 
pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu 
mengambil suatu barang. 
 
i. Delik omisi (ommissie delict) adalah delik yang mengancam pidana 
terhadap sikap yang tidaak berbuat sesuatu  (perbuatan pasif). 
Dalam hal ini seseorang yang tidak berbuat (nalaten) sesuatu. Deli 
ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. 
 
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana 
Unsur tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli hukum, 
tercermin pada bunyi rumusannya. Beberapa contoh, diambil dari 
batasan tindak pidana oleh teoritisi, yaitu : Moejatno, R. Tresna, Vos, 
Jonkers, dan Schravendijk. 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :29 
a. perbuatan; 
b. yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, 
yakni :30 
a. perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia); 
b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. diadakan tindakan penghukuman. 
Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur – unsur 
tindak pidana adalah :31 
a. kelakuan manusia; 
                                                          
29 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian , Op.Cit. hlm. 79 




b. diancam dengan pidana; 
c. dalam peraturan perundang-undangan. 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) 
dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :32 
a. perbuatan (yang); 
b. melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. dipertanggungjawabkan. 
 
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara 
panjang lebar, dapat dirinci terdapat unsur – unsur sebagai berikut :33 
a. kelakuan (orang yang); 
b. bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. diancam dengan hukuman; 
d. dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. dipersalahkan/kesalahan. 
 
Dari rumusan – rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat 
diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :34 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidan; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
                                                          
32 Ibid. hlm. 81 
33 Ibid. 





Evi Hartanti dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua” 
menyatakan bahwa unsur – unsur tindak pidana yaitu :35 
a. Unsur Subjektif  
1) Kesengajaan atau kealpaan (dolus atau Culpa) 
Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan 
bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai 
hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan 
(yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya 
ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila 
adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada 
beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, 
tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan 
dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya 
penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 
406 KUHP) dan lain sebagainya. 
Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu 
bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih 
rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula 
dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari 
kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu 
akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat 
                                                          
35 Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7. 
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memperaktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu 
kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat 
(dolus eventualis) dengan kealpaan berat (culpa lata). 
2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP. 
5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 
b. Unsur Objektif 
1) Sifat melawan hukum 
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau 
terlarangnya dari suatu perbuatan, diamana sifat tercela tersebut 
dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum 
formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada 
masyarakat (melwan hukum materil/materiel wederrchtelijk). Amir 
Ilyas dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana” menyatakan 
bahwa :36 
                                                          




a) Sifat melawan hukum formil (Formale wederrechtelijk) 
Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan 
bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan 
pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam 
undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti 
melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-
undang. 
b) Sifat melawan hukum materil (Materiele wederrechtelijk) 
Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi 
pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-
undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum 
yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-
kenyataan yang berlaku di masyarakat. 
2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP 
Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 







1. Pengertian Pemilu 
Pemilihan umum merupakan cara yang diselenggarakan secara 
berskala untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh 
karena itu, pemilihan umum merupakan ciri penting yang harus 
dilaksanakan secara berskala (Jimly Asshiddiqie, 2006: 169-170).37 
Pasal 1 ayat (1)  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 
Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Perbawaslu No. 2 Tahun 
2015), mengatur bahwa : 
Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah 
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
2. Pemilihan Kepala Daerah 
Hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dicantumkan 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan 
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. 
Lebih lanjut rapat panitia Ad Hoc I dalam siding tahunan 200 yang 
membahas amandemen Pasal 18 UUD NRI 1945, menguraikan 
pemikiran yang melatarbelakangi dicantumkannhya frasa “dipilih 
                                                          
37 Romi Librayanto, 2012, Ilmu Negara Suatu Pengantar, Refleksi, Makassar, hlm. 2012. 
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secara demokratis”. Fraksi PPP dengan tegas menyebutkan arti 
penting dari Pilkada langsung, antara lain menyatakan sebagai berikut 
:38 
Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh 
rakyat, yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang, hal ini 
sejalan dengan keinginan kita untuk pemilihan Presiden juga 
dipilih secara langsung. Karena Presiden itu dipilih langsung, 
maka pada pemerintahan daerah pun Gubernur, Bupati, dan 
Walikota itu dipilih secara langsung oleh rakyat. dengan Undang-
Undang nanti akan terkait dengan Undang-Undang otonomi 
daerah itu sendiri. 
 
Kemudian pemahaman tentang pemilihan Kepala Daerah juga 
dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015, 
mengatur bahwa :  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya 
disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 
 
Pengertian Pilkada juga dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (7)  
Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur bahwa : 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya 
disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 




                                                          
38 Suharizal, 2012, Pemilukada Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang, Fajar 
Interpratama, Depok, hlm. 30 dalam Skripsi Primawibawa Rantjalobo, 2013,  Kajian Hukum 
Normatif Terhadap tindak Pidana Dalam Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan Yang Dilakukan 
Oleh Pegawai Negeri Sipil, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm.  21. 
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3. Penyelenggara Pemilu 
Pasal 1 ayat (13)  Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur bahwa 
: 
Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan 
Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan 
fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara 
langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan 
walikota secara demokratis. 
 
a. Komisi Pemilihan Umum 
Pasal 1 ayat (14)  Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur 
bahwa :  
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 
adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, 
dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 
Pasal 1 ayat (15)  Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur 
bahwa :  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat 
KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas 
melaksanakan Pemilu di provinsi. 
Pasal 1 ayat (16)  Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur 
bahwa :  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya 
disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara 





b. Pengawas Pemilu 
Pasal 1 ayat (19)  Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur 
bahwa : 
Pengawas Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu, Badan 
Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu 
Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas 
Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan 
Pengawas Tempat Pemungutan Suara. 
 
Pasal 1 ayat (20) Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur 
bahwa : 
Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat 
Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Pasal 1 ayat (21) Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur 
bahwa : 
Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat 
Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu 
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
wilayah provinsi. 
 
Pasal 1 ayat (22) Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur 
bahwa : 
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya 
disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang 
dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 
 
Pasal 1 ayat (23) Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur 
bahwa : 
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya 
disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk 
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oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 
 
Pasal 1 ayat (24) Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur 
bahwa : 
Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL 
adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang 
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau 
nama lain/kelurahan. 
 
Pasal 1 ayat (25) Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur 
bahwa : 
Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut 
Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu 
Kecamatan untuk membantu PPL. 
Pasal 1 ayat (26) Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, mengatur 
bahwa : 
Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk 
oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 
Pemilu di luar negeri.  
C. Tindak Pidana Pemilu 
1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu 
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang 
merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima Pasal yang 
substansinya adalah Tindak Pidana Pemilu tanpa menyebutkan sama 
sekali apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu.39 Pembentuk KUHP 
                                                          
39 Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 
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kita tidak memberikan suatu penjelasaan tentang apa yang dimaksud 
Tindak Pidana Pemilu, sehingga di dalam doktrin menimbulkan 
berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu. 
Djoko Prakoso memberikan defenisi tersendiri mengenai tindak 
pidana Pemilu dengan menyatakan bahwa :40 
“Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja 
melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau 
mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut 
undang-undang.”  
 
Sedangkan menurut Topo Santoso memberikan pengertian Tindak  
Pidana Pemilu, yakni :41 
“Semua tindak pidana yang berkaitan dengan peyelenggaraan Pemilu 
yang diatur dalam Undang - Undang Pemilu maupun di dalam Undang 
- Undang Tindak Pidana Pemilu.” 
2. Landasan Hukum Tindak Pidana Tidak Menjaga, Mengamankan 
Keutuhan Kotak Suara, dan Menyerahkan Kotak Suara Tersegel 
Yang Berisi Surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara, dan 
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kepada PPK Pada Hari Yang 
Sama sebagai Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah 
Dasar hukum tindak pidana tidak menjaga, mengamankan 
keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang 
berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat 
hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama 
                                                          
40 Ibid. hlm. 3  
41 Ibid. hlm. 5 
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sebagai tindak pidana pemilihan kepala daerah adalah Pasal 193 
ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015, yang Mengatur bahwa : 
Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan 
kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang 
berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan 
sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari 
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q.” 
 
Pasal 20 huruf q UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur bahwa : 
menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah 
penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. 
Unsur – unsur Pasal 193 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015, yang 
sebagai berikut : 
1. Setiap KPPS 
Dalam UU No. 8 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok 
yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan 
suara.  
2. Yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan 
menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita 
acara pemungutan suara dan seritifikat hasil perhitungan suara 
kepada PPK pada hari yang sama. 
Unsur ini memiliki beberapa alternatif perbuatan diantaranya 
“tidak menjaga, tidak mengamankan keutuhan kotak suara dan 
tidak menyerahkan kotak suara yang tersegel kepada PPK pada 
hari yang sama.” Hal ini berarti cukup hanya dengan salah satu 
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unsur perbuatan saja yang terbukti maka seseorang telah 
memenuhi unsur yang dimaksud. 
D. Penyertaan 
Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua 
bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis 
maupun fisik dengan melakukan masing – masing perbuatan sehingga 
melahirkan suatu tindak pidana.42 Utrecht43 mengatakan bahwa “Pelajaran 
umum turut serta itu justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban 
mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, 
biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa 
pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka 
tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka 
bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut 
sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjafi 
(Utrecht, 1965:9).” 
Bentuk – bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasaal 55 
dan 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan 
mededader (disebut para peserta, atau para pembuat) dan Pasal 56 
mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).44 
Pasal 55 mengatur bahwa : 
(1).Dipidana sebagai pembuat tindak pidana : 
                                                          
42 Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan, Rajawali Pers, 
Jakarta. hlm. 73.  
43 Ibid. hlm. 71. 
44 Ibid. hlm. 80. 
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1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan; 
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 
melakukan perbuatan.  
 
(2).Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibanya. 
Pasal 56 mengatur bahwa : 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 
(1).Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 
dilakukan; 
(2).Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan 
untuk melakukan kejahatan. 
E. Tugas dan Wewenang Pihak terkait Penyelesaian Tindak Pidana 
Pemilu. 
1. Badan Pengawas Pemilu 
Tugas dan wewenang pihak terkait Tindak Pidana Pemilu, yaitu :45 
(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap:  
a. persiapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:  
1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;  
2. perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan 
pendistribusiannya;  
                                                          
45 Pasal 6  Perbawaslu No. 2 Tahun 2015. 
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3.  sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan  
4. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi 
pada setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupaten/Kota.  
b. pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:  
1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih 
sementara serta daftar pemilih tetap;  
2. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;  
3. penetapan peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;  
4. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata 
cara pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota 
DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;  
5. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata 
cara verifikasi pencalonan pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota;  
6. penetapan pasangan calon pada Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;  
7. pelaksanaan kampanye;  
8. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;  
9. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;  
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10. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, 
dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS 
sampai ke PPK;  
11. proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU 
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;  
12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, 
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan  
13. proses penetapan hasil Pemilu.  
c. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;  
d. pelaksanaan putusan pengadilan dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu serta pelaksanaan rekomendasi 
Pengawas Pemilu.  
(2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap:  
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang 
meliputi:  
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan 
dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih 
tetap;  
2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; pencalonan 
yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 
pencalonan anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan 
verifikasi pencalonan gubernur;  
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3. proses penetapan calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan 
calon gubernur;  
4. penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;  
5. pelaksanaan kampanye;  
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara 
hasil Pemilu;  
8. pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah 
kerjanya;  
9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;  
10. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang 
dilakukan oleh KPU Provinsi;  
11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, 
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan  
12. proses penetapan hasil Pemilu di wilayah provinsi.  
b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;  
c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan  
d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.  
(3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:  
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota 
yang meliputi:  
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1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan 
dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih 
tetap;  
2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;  
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata 
cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota 
dan verifikasi pencalonan bupati/walikota;  
4. proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 
calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan Walikota dan 
Wakil Walikota;  
5. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 
pasangan calon bupati/walikota;  
6. pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota;  
7. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;  
8. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara 
hasil Pemilu;  
9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;  
10. pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi 
hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;  
11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU 
Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;  
12. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, 
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan  
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13. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD 
Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 
Walikota dan Wakil Walikota.  
b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;  
c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan  
d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.  
(4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:  
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau 
nama lain yang meliputi:  
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan 
dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih 
tetap;  
2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;  
3. proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan 
tata cara pencalonan serta verifikasi faktual dukungan calon 
perseorangan gubernur, bupati atau walikota;  
4. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;  
5. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;  
6. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;  
7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;  
8. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil 
rekapitulasi di seluruh PPS; dan  
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9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, 
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.  
b. menindaklanjuti Emuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;  
c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;  
d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan  
e. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, 
huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Panwaslu 
Kabupaten/Kota.  
(5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap:  
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau nama 
lain/kelurahan yang meliputi:  
1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data 
kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, 
daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;  
2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;  
3. verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, 
bupati atau walikota;  
4. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;  
5.  perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;  
6. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan 
suara di setiap TPS;  
7. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;  
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8. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang 
ditempelkan di sekretariat PPS;  
9. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan  
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, 
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.  
b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;  
c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;  
d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan  
e. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan perintah Panwaslu 
Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.  
(5a) Pengawas TPS dalam membantu PPL dalam melakukan       
pengawasan mempunyai tugas dan wewenang:  
a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;  
b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;  
c. mengawasi persiapan penghitungan suara;  
d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;  
e. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan 
pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi 
pemungutan dan penghitungan suara;  
f. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan 
penghitungan suara; dan  
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g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 
PPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
(6) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan      terhadap:  
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang meliputi:  
1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data 
kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, 
daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;  
2. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;  
3. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;  
4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan 
suara di setiap TPSLN;  
5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;  
6. proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu 
Luar Negeri dari seluruh TPSLN;  
7. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke 
Penyelenggara Pemilu Luar Negeri; dan  
8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, 
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.  
b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;  
c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;  
d. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan  
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e. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Bawaslu.  
Setelah diuraikan diatas tentang tugas dan wewenang bawaslu 
beserta panwaslu sebagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 
pemilu sehingga panwaslu dapat bekerja untuk mengawasi jalannya 
pemilu berdasarkan Undang – Undang. Sangat minim apabila 
pemilihan umum khususnya Pemilihan Umum Legislatif ini berjalan 
dengan sebagaimana mestinya, pasti akan terdapat pelanggaran 
didalamnya seperti adanya tindak pidana yang membuat panwaslu 
untuk lebih aktif lagi terhadap pelaksanaan pemilihan umum legislatif 
ini. Tujuan dan maksud dibentuknya panwaslu ini lebih tepatnya untuk 
menjamin pemilu yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan 
pemilu legislatif yang berkualitas. 
2. Kepolisian 
Pengamanan pemilihan umum dilakukan oleh KPU, Panwaslu 
bekerjasama dengan pihak kepolisian, karena kepolisian menjadi 
subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendiri. Pemilihan 
umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan perwujudan negara 
demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, untuk menjamin kebebasan, 
kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan 
hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses 
pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam 
41 
 
menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang berunsur pidana 
sesuai undang-undang.  
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia merumuskan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta 
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri, dalam hal ini 
keamanan pada saat pemlihan kepala daerah. Tugas kepolisian dalam 
penyelesaian tindak pidana pemilihan terlibat sejak mendapatkan 
laporan dari Bawaslu atau Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu 
Kabupaten/Kota yang dianggapnya suatu tindak pidana pemilu. Apabila 
pelanggaran itu tidak benar adanya , maka Bawaslu, Pawaslu 
Kabupaten/Kota tidak melimpahkan masalah ini kepada kejaksaan.  
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia tugas utama dari polisi 
sebagai penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan 
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Didalam penyelesaian 
tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah cukup membantu 
karena perkara – perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil 
penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu. Panwaslu sendiri yang 
menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti 
awal terjadinya tindak pidana pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, 
kendati polisi modern menjadi bagian dari birokrasi itu sendiri, dan 
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karena tugas dan wewenang serta hal yang akan dilakukannya telah 
dirumuskan oleh prosedur hukum yang rinci, namun pada waktu yang 
sama telah dihadapkan kepada kebutuhan untuk mengambil keputusan 
dan melakukan tindakan yang bersifat spontan. 46 Disinilah akan 
tampak betapa polisi terombang – ambing oleh dua tuntutan, yaitu di 
satu pihak diikat oleh prosedur formal, sedangkan dipihak lain untuk 
bergerak bebas sehingga dapat melaksanakan tugas memelihara 
ketertiban dengan lebih baik. Pada waktu bergerak ditengah - tengah 
masyarakat, polisi harus memberikan penafsirannya sendiri terhadap 
ketentuan – ketentuan yang ada sehingga dapat dipakai dalam praktik. 
Untuk menghadapi kasus – kasus tindak pidana pemilu, polisi juga 
melakukan persiapan antara lain dengan membentuk penyidik khusus. 
Tim penyidik khusus tindak pidana pemilu dibentuk sebelum 
pelaksanaan pemilu dan dibekali dengan pemahaman undang – 
undang pemilu yang harus dijadikan acuan untuk memberkas perkara 
tindak pidana pemilu.47 
3. Kejaksaan 
Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan dikaitkan dengan Undang-
Undang Pemilu, maka peranan kejaksaan dalam menyelesaikan tindak 
pidana pemilu adalah melakukan penuntutan ke pengadilan.48 Adapun 
                                                          
46 Topo Santoso. Op.Cit. hlm. 103 – 104. 
47 Ibid. hlm. 106 
48 Ibid. hlm. 107. 
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faktor yang perlu dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum untuk 
menentukan berat ringannya tuntutan pidana adalah pelaku, 
perbuatan, akibat perbuatan dan faktor – faktor lain.49  Tuntutan yang 
diberikan kepada pelaku tindak pidana pemilu sesuai dengan 
pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan, 
karena pada hakekatnya tindak pemilu kelihatannya kecil tetapi 
pengaruhnya yang besar. 
Kejaksaan adalah institusi yang dapat menentukan apakah kasus 
itu dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak sesuai dengan alat bukti 
yang sah dengan aturan hukum acara pidana. Dari segi politik hukum, 
sejak didalam KUHP, para pembuat Undang – Undang telah melihat 
adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilihan umum 
yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus 
dilarang dan diancam dengan pidana.50  
4. Pengadilan 
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang 
Peradilan Umum dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilu, tugas dan 
wewenang pengadilan atas tindak pidana pemilu adalah 
menyelesaikan tindak pidana pemilu dengan jalan memeriksa perkara 
tindak pidana pemilunyang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 
Penyelesaian secara yuridis atas perkara tindak pidana pemilu 
                                                          
49 Ibid. hlm. 110. 
50 Ibid. hlm. 110. 
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dilakukan oleh peradilan umum yang dimulai dari Pengadilan Negeri di 
ingkat pertama, Pengadilan Tinggi di tingkat banding, dan Mahkamah 
Agung di tingkat kasasi.51 Namun sekarang ini penyelesaian tindak 
pidana umum hanya sampai tingkat banding di pengadilan tinggi dan 
putusan tersebut sudah bersifat terakhir dan mengikat dan tidak dapat 
dilakukan upaya hukum lagi.52 
F. Sentra Penegakan Hukum Terpadu 
Dasar hukum pembentukan Sentra Gakkumdu pada Pilkada ialah UU 
No. 1 Tahun 2015 tepatnya Bab XX Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran 
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa 
Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Bagian Keempat 
Tindak Pidana Pemilihan Paragraf 4 Sentra Penegakan Hukum Terpadu, 
yang mengatur bahwa : 
Pasal 152 
(1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana 
Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, 
Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi 
dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum 
terpadu.  
 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan hukum terpadu 
diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan 
Ketua Bawaslu. 
 
Dengan landasan kentutan Pasal 152 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015, 
maka terbentuklah MoU Sentra Gakkumdu. Maksud dan tujuan dari 
                                                          
51 Ibid. hlm. 113. 
52 Pasal 148 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015. 
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dibentuknya Sentra Gakkumdu sendiri adalah sebagai pedoman untuk 
menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu 
secara terpadu dan terkoordinasi, dan untuk terwujudnya kerjasama dan 
sinergisme dalam rangka tercapainya penegakan hukum tindak Pidana 
Pemilu secara cepat dan sederhana serta tidak memihak. 
Di satu sisi, keberadaan Sentra Gakkumdu ini merupakan suatu 
kebutuhan. Hal ini dilihat dari realitas pelanggaran pidana yang terjadi, dan 
bagaimana sistem hukum acara pidana kita bekerja di saat Pemilu. 
Kemudian, dari perspektif hukum acara pidana, kita mengetahui proses 
dimulai dengan mengidentifikasi bilamana suatu tindakan tersebut 
termasuk suatu tindak pidana. Proses identifikasi ini kemudian berlanjut 
dengan mekanisme untuk menemukan pihak-pihak yang diduga menjadi 
pelaku atas tindak pidana yang terjadi, beserta alat-alat bukti untuk 
mendukung dugaan tersebut untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan 
yang berwenang Namun, perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu 
ialah adanya batasan waktu, di mana upaya pengusutan juga memiliki 
pengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran Pemilu, sehingga 
Sentra Gakkumdu merupakan salah satu solusi utama dalam penegakan 
hukum khususnya dalam tindak pidana Pemilu.53 
 
 
                                                          
53 Endang Wihdatiningtyas, “Sinergi Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu Jilid II dalam Pidana 





A. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang 
menggunakan konsepsi legis positivistis, yang memandang hukum identik 
dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga 
atau pejabat negara yang berwenang. Selain konsepsi ini juga meninjau 
hukum sebagai suatu sistem normatif mandiri, bersifat tertutup dan 
terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.  
Penelitian ini menggunakan metode pendekataan kasus (case 
approach) yaitu penelitian yang menggunakan contoh kasus untuk 
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang 
dibahas, dan pendekataan perundang-undangan (statute approach) yaitu 
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 
masalah yang dibahas.  
Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Pilkada 
di Kabupaten Gowa pada tahun 2015. Sedangkan peraturan perundang-
undangan yang digunakan adalah KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 
tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 
Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Wali Kota Jo. Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 
1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.  
Penggunaan metode yuridis normatif dengan pendekataan tersebut 
diajukan untuk mengkaji, menilai, dan menganalisis kasus yang terjadi 
dalam hal ini mengetahui koordinasi antar sentra gakkumdu dalam 
penanganan pelanggaran pidana pilkada dan mengetahui analisis hukum 
terhadap tindak pidana pilkada. Permasalahan tersebut kemudian 
dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang mengatur hal terkait. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
proses tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan 
data adalah Kabupaten Gowa, mengingat tiga periode terakhir ini Pilkada 
yang diselenggarakan di kabupaten gowa berakhir dengan konflik. Adapun 
lokasi penelitian yang dipilih penulis guna menunjang data adalah di 
Kabupaten Gowa dengan sasaran penelitian :  
1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Gowa.  
2. Kepolisian Resort (Polres) Gowa.  
3. Kejaksaan Negeri Sungguminasa.  
4. Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
Dan juga penulis akan mencari tempat yang menyediakan bahan pustaka 
seperti di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan Skripsi ini, digunakan dua metode pengumpulan 
data yaitu  penelitian kepustakaan (Library Research) dan  penelitian 
lapangan (Field Research). Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, 
penulis menggunakan data dari berbagai literatur seperti, Buku-Buku, 
perundang-undangan serta tulisan lainnya. Dalam melakukan penelitian 
lapangan ini menggunakan metode observasi yaitu melakukan peninjauan 
langsung di lokasi penelitian dan melakukan wawancara secara langsung 
kepada pihak-pihak terkait, guna memperoleh data sebagai bahan 
penelitian. Metode Interview (wawancara), penulis melakukan tanya jawab 
tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
dibahas. Seperti Ketua Panwaslu, Polisi , Jaksa dan Hakim yang menangani 
kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi). 
D. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai 
dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data 
:  
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi 
penelitian dari hasil wawancara langsung terkait dengan penulisan 
skripsi seperti Panwaslu Kabupaten Gowa, Polres Gowa, Kejaksaan 
Negeri Sungguminasa, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan teknik 
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pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-
artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya 
dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.  
E. Analisis Data 
Untuk mengolah data primer dan data skunder seperti yang telah 
dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu 
dan sistematis diperlukan suatu tehnik analisis yang dikenal dengan 
analisis Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara menyelaraskan dan 
menggambarkan keadaan yang nyata mengenai penanganan tindak 
pidana pemilihan kepala daerah Tahun 2015 di Kabupaten Gowa. 
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang 
diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara 
kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hal ini 
dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Pemilihan Umum dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya 
disebut Pilkada) merupakan wujud kedaulatan rakyat, karena hakikat 
Pemilu jauh lebih dalam dibandingkan sekedar memberikan suara, setiap 
suara, yang diberikan sangat bermakna bagi terbentuknya pemerintahan 
legitimate yaitu suatu pemerintahan yang di percaya dan didukung oleh 
rakyat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan 
bahwa “kedaulatan rakyat di tangan rakyat”, dalam hal ini adalah bahwa 
rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk 
secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintah 
guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih 
wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.  
Pada tahun 2015, Indonesia melaksanakan Pilkada serentak yang 
terdiri dari 8 (delapan) provinsi, 170 (seratus tujuh puluh) kabupaten, dan 
26 (dua puluh enam) Kota.54 Daerah Kabupaten Gowa merupakan salah 
satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015. Dalam 




Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gowa terdapat beberapa pelanggaran 
administrasi, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran pidana.55 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 8 
Jo. 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mengatur 
bahwa : 
Pasal 1 angka 12 
Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan 
Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 
Pasal 1 angka 13 
Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia 
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan 
Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 
Pasal 1 angka 14 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 
KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan 
pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 
Pasal 16 ayat (1) 
Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat 
berdasarkan Undang-Undang. 
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Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:  
a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan 
pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar 
Pemilih Tetap;  
b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam 
menyelenggarakan Pemilihan; 
c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat 
Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota; 
d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU 
Kabupaten/Kota; 
e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah 
kerjanya; 
f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana 
dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta 
Pemilihan dan Panwas kecamatan; 
g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; 
h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada 
huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan; 
i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 
Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota; 
j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 
oleh Panwas Kecamatan; 
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; 
l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan; 
m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang 
berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; 
n.  melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan 
oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 19 ayat (1) 
Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat sesuai dengan 
persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 




Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:  
a. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan 
pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih 
hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap; 
b. membentuk KPPS; 
c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;  
d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU 
Kabupaten/Kota; 
e. mengumumkan daftar Pemilih; 
f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih 
Sementara; 
g.  melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar 
Pemilih Sementara; 
h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana 
dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap; 
i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada 
huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; 
j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK; 
k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat 
Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU 
Kabupaten/Kota dan PPK; 






q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah 
penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 
r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang 
sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak 
memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh 
KPPS; 
s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 
disampaikan oleh PPL; 
t. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; 
u. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang 
berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; 
v. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam 
hal penghitungan suara; 
w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan 
oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
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x. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan 
oleh peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 21 ayat (1) 
Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota 
masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 21 ayat (1) 
Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:  
a. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;  
b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan 
yang hadir dan PPL; 
c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 
d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; 
e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 
oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari 
pemungutan suara; 
f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah 
penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 
g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta 
membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya 
kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS; 
h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; 
i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat 
hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang 
sama; 
j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan 
oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan 






Data yang penulis dapatkan terkait Pelanggaran Pidana Pilkada 
dengan Putusan Nomor : 345/Pid.sus/ 2015/PN.Sgm antara lain Sebago 
berikut : 
1. Duduk Perkara 
Bahwa mereka terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN, 
terdakwa 2. MUH THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. 
ABD.RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias DG 
SIJAYA Bin PATA DG LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin 
DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO bersama-
sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 9 
Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2015, bertempat di Kantor 
Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya 
sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut 
serta melakukan, tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, 
dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita 
acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada 
PPK pada hari yang sama, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh 
mereka terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : 
Bahwa terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN selaku ketua 
PPS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membentuk dan 
mengawasi KPPS serta menjaga, mengamankan keutuhan kotak 
suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, 
berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara 
kepada PPK, namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana 
tersebut diatas terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN 
menyuruh terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN selaku ketua 
KPPS TPS 9, terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI 
selaku ketua KPPS TPS 10 , dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin 
DG. BALI selaku ketua KPPS TPS 7, serta terdakwa 6. LESTI PADMI 
Binti YATINO selaku ketua KPPS TPS 5 untuk membuka kembali kotak 
suara yang sudah dalam keadaan tergembok dan tersegel dengan tidak 
meminta persetujuan dan tidak dihadiri oleh para saksi calon kandidat 
atau setidak-tidaknya disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan 
Penyelenggara ataupun adanya rekomendasi dari Panwas untuk 
melakukn pembukaan kotak suara. Bahwa terdakwa 1. HAMKA, S.Pd 
Bin HAMJAUDDIN sudah pernah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis 
selaku petugas PPS dan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN 




Bahwa terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M selaku ketua 
KPPS di TPS 9 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu 
menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan 
kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan 
suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK, namun 
demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
awalnya kotak suara diangkat masuk ke dalam Kantor Desa oleh 
anggota terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M, selanjutnya 
terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M masuk ke dalam Kantor 
Desa dan melihat kotak suara di TPS 5 sudah terbuka, lalu terdakwa 2. 
MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M bertanya kepada terdakwa 1. 
HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN “Bagaimana dengan TPS 9 ?”, 
kemudian terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN meminta BA 
dan C KWK, kemudian terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M 
menjawab “Ada di dalam kotak suara karena tadi sebelum diantar saya 
sudah konfirmasi sama bapak melalui via telepon tetapi bapak 
mengatakan bawa saja dulu kesini”, dan selanjutnya terdakwa 1. 
HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN berkata “Kalau begitu buka kotak 
suara”, lalu terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M membuka 
kotak suara yang sudah tersegel lalu mengambil amplop yang berisi BA 
dan C KWK kemudian menyerahkan kepada terdakwa 1. HAMKA, S.Pd 
Bin HAMJAUDDIN. Bahwa terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin 
TAJUDDIN M membuka kotak suara yang sudah tergembok dan 
tersegel tersebut atas suruhan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin 
HAMJAUDDIN dan mereka sepakat untuk membukanya tanpa 
meminta persetujuan dan tidak dihadiri oleh para saksi calon kandidat 
atau setidak-tidaknya disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan 
Penyelenggara ataupun adanya rekomendasi dari Panwas untuk 
melakukan pembukaan kotak suara dan seharusnya terdakwa 2. MUH. 
THAMRIN Bin TAJUDDIN M selaku Ketua KPPS di TPS 9 mengetahui 
serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut menyalahi peraturan 
perundang-undangan apalagi terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin 
TAJUDDIN M selaku Ketua KPPS di TPS 9 sudah pernah mengikuti 
pelatihan / bimbingan teknis yang diadakan di kantor Camat 
Barombong. 
Bahwa terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI selaku 
Ketua KPPS di TPS 10 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 
yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan 
menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara 
pemungutan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK, 
namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
awalnya setelah dilakukan pemungutan suara , surat suara dimasukkan 
ke dalam kota suara bersama berkas yang terdakwa 3. ABD. RAHMAN 
DG. NGEMPO Bin TALLI terima pada saat kotak suara dibuka, 
kemudian kotak suara diantar ke PPS, setelah di PPS terdakwa 3. ABD. 
RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI mengambil bukti serah terima dari 
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petugas PPS, kemudian terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO 
Bin TALLI pulang ke rumah, dan disaat di rumah terdakwa 3. ABD. 
RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI dihubungi / ditelepon oleh KETUA 
PPS yaitu terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN dan meminta 
terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI untuk kembali ke 
PPS karena ada hal yang ingin disampaikan, selanjutnya terdakwa 3. 
ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI kembali ke PPS dan 
sekembalinya terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI 
bertemu dengan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN lalu 
terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN meminta berita acara 
hasil perhitungan dan terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin 
TALLI sampaikan kalau berita acara tersebut terdakwa 3. ABD. 
RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI simpan di dalam kotak suara dan 
selanjutnya atas perintah atau suruhan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin 
HAMJAUDDIN dan telah disepakati terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. 
NGEMPO Bin TALLI membuka kotak suara yang sebelumnya 
tergembok dan tersegel tersebut lalu mengambil berita acara yang 
diminta. Bahwa terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI 
membuka kotak suara yang sudah tergembok dan tersegel tersebut 
tanpa meminta persetujuan dan tidak dihadiri  oleh para saksi calon 
kandidat atau setidak-tidaknya disaksikan bersama Panwas, 
Pengamanan, dan Penyelenggara ataupun adanya rekomendasi dari 
Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara dan seharusnya 
terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI selaku Ketua 
KPPS di TPS 10 mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya 
tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan apalagi terdakwa 
3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI selaku Ketua KPPS di TPS 
10 sudah pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis yang diadakan 
di kantor Camat Barombong. 
Bahwa terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA 
selaku Ketua KPPS di TPS 8 yang mempunyai tugas dan tanggung 
jawab yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan 
menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara 
pemungutan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK, 
namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
setelah diadakan pemungutan suara terdakwa 4. SAKRI alias DG. 
SIJAYA Bin PATA DG. LEWA menyerahkan kotak suara yang dalam 
keadaan tidak tersegel / tidak utuh kepada pihak PPS yaitu terdakwa 1. 
HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN dan terdakwa 1 HAMKA, S.Pd Bin 
HAMJAUDDIN mengetahui bahwasanya kotak suara yang diserahkan 
terdakwa 4 SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA tersebut 
tidak utuh / tidak dalam keadaan tersegel namun tetap menyuruh atau 
memerintahkan terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. 
LEWA untuk menyimpannya di dalam Kantor Desa Kanjilo. Bahwa 
terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA secara 
sadar dan mengetahui bahwasanya perbuatannya tersebut dengan 
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tidak menyegel kotak suara menyalahi peraturan perundang-undangan 
dimana seharusnya yang menjadi tanggung jawab terdakwa 4. SAKRI 
alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA dalam hal menjaga, 
mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara 
tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan 
sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK sebagaimana pelatihan atau 
bimbingan teknis yang pernah diikuti terdakwa 4. SAKRI alias DG. 
SIJAYA Bin PATA DG. LEWA sebelumnya di Kantor Kecamatan 
Barombong.  
Bahwa terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI selaku Ketua 
KPPS di TPS 7 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu 
menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan 
kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan 
suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK, namun 
demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya 
sekitar jam 07.00 Wita terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI 
berada di TPS 7 di Dsn Tangalla Ds. Kanjilo Kec. Barombong Kab. 
Gowa bersama dengan 8 (delapan) orang anggotanya termasuk ada 
Linmas, kemudian berdatangan orang silih berganti untuk memilih / 
mencoblos, dan setelah semua orang tersebut memilih dilakukanlah 
perhitungan yang dihadiri saksi dari Panwas, saksi-saksi calon, Linmas 
serta anggota kepolisian , selanjutnya setelah selesai perhitungan 
Blangko C1 dan berita acara C Kwk terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin 
DG. BALI masukkan ke dalam kotak suara lalu sekitar jam 16.30 Wita 
terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI ke PPS Desa Kanjilo Kec. 
Barombong Kab Gowa, dan sesampainya di Kantor Desa Kanjilo saat 
itu ketua PPS yaitu terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN 
meminta kepada terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI 
mengatakan “Saya lupa, saya memasukkannya ke dalam kotak suara”, 
lalu atas suruhan / perintah terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin 
HAMJAUDDIN yang sebelumnya disepakati terlebih dahulu maka 
terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI membuka kotak suara 
yang sebelumnya tergembok dan tersegel tersebut lalu mengambil  
berita acara yang diminta. Bahwa terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin 
DG. BALI membuka kotak suara yang sudah tergembok dan tersegel 
tersebut tanpa meminta persetujuan dan tidak dihadiri  oleh para saksi 
calon kandidat atau setidak-tidaknya disaksikan bersama Panwas, 
Pengamanan, dan Penyelenggara ataupun adanya rekomendasi dari 
Panwas melakukan untuk pembukaan kotak suara dan seharusnya 
terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI selaku Ketua KPPS di 
TPS 7 mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut 
menyalahi peraturan perundang-undangan apalagi terdakwa terdakwa 
5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI selaku Ketua KPPS di TPS 7 sudah 




Bahwa terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO selaku Ketua KPPS 
di TPS 5 Ds. Kanjilo yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu 
menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan 
kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan 
suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK, namun 
demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO konsultasi kepada terdakwa 1. 
HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN selaku Ketua PPS menanyakan 
bagaimana dengan kotak suara TPS 5, selanjutnya terdakwa 1. 
HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN menanyakan perihal BA untuk ke 
KPU dan dijawab terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO Berita Acara 
(BA) yang dimaksud ada semua di dalam kotak suara yang sudah 
tergembok dan tersegel, selanjutnya atas suruhan / perintah terdakwa 
1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN dan disepakati berdua maka 
selanjutnya terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO membuka kotak 
suara TPS 5 yang dalam keadaan tergembok dan tersegel tersebut lalu 
mengambil berita acara dimaksud. Bahwa terdakwa 6. LESTI PADMI 
Binti YATINO membuka kotak suara yang sudah tergembok dan 
tersegel tersebut tanpa meminta persetujuan dan tidak dihadiri  oleh 
para saksi calon kandidat atau setidak-tidaknya disaksikan bersama 
Panwas, Pengamanan, dan Penyelenggara ataupun adanya 
rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara 
dan seharusnya terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO selaku Ketua 
KPPS di TPS 5 mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya 
tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan apalagi terdakwa 
6. LESTI PADMI Binti YATINO selaku Ketua KPPS di TPS 5 sudah 




Bahwa mereka terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN, 
terdakwa 2. MUH THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. 
ABD.RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias DG 
SIJAYA Bin PATA DG LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin 
DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO dihadapkan 
ke depan sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa 
perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada pengadilan 
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tingkat pertama, oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan 
dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagai berikut : 
“Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak 
suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat 
suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil 
perhitungan suara kepada PPK pada hari yang sama dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit 
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagaimana diatur 
dan diancam pidana pada Pasal 193 ayat (5) Undang-undang RI 
Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI 
Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 
– 1 KUHP”.  
3. Tuntutan Pidana 
Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada 
pokoknya sebagai berikut : 
a. Menyatakan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN, 
terdakwa 2. MUH THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. 
ABD.RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias 
DG SIJAYA Bin PATA DG LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias 
IPUL Bin DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, 
atau turut serta melakukan, tidak menjaga, mengamankan keutuhan 
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kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi 
surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil 
perhitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana 
diatur dan diancam pidana pada Pasal 193 ayat (5) Undang-undang 
RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang 
RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 
– 1 KUHP sebagaimana dakwaan kami. 
b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. HAMKA, S.Pd 
Bin HAMJAUDDIN, terdakwa 2. MUH THAMRIN Bin TAJUDDIN M, 
terdakwa 3. ABD.RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. 
SAKRI alias DG SIJAYA Bin PATA DG LEWA, dan terdakwa 5. 
SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI 
Binti YATINO masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan denda 
masing – masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 
subsidair masing – masing 3 (tiga) bulan kurungan. 
c. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 5 (lima) buah 
kotak suara dari TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 Desa 
Kanjilo Kec. Barombong, Kab. Gowa dikembalikan kepada KPU; 
Video Rekaman berdurasi 2 (dua) menit dan 18 (delapan belas) 
detik tentang kejadian pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, TPS 
8, TPS 9, dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong, Kab. Gowa; 
Berita Acara Pemindahan isi kotak suara tanggal 12 Desember 
2015; Berita Acara Pembukaan segel kotak suara tanggal 12 
Desember 2015; Berita Acara Model C Kwk TPS 5, TPS 7, TPS 8, 
TPS 9, dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong, Kab. Gowa; 1 
(satu) bundel Surat Keputusan pengangkatan PPS dan KPPS 
Pemilihan Bupati  Kab. Gowa tetap terlampir dalam berkas perkara. 
d. Menetapkan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara 
masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
4. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, 
keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan ke persidangan 
yang saling terkait dan bersesuaian sesuai fakta-fakta hukum yang ada, 
maka dipersidangan telah terungkap. 
Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum 
dengan dakwaan dalam catatan dakwaan tunggal yaitu : 
“Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak 
suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat 
suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil 
perhitungan suara kepada PPK pada hari yang sama dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
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lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit 
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagaimana diatur 
dan diancam pidana pada Pasal 193 ayat (5) Undang-undang RI 
Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI 
Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 
– 1 KUHP”. 
Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal, terdakwa didakwa 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana 
pada Pasal 193 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2015 
tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang 
RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali 
Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai 
berikut : 
a. Setiap KPPS 
Menimbang, bahwa dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 
2015 dijelaskan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk 
menyelenggarakan pemungutan suara;  
Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi dan 
keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat 
yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa SK Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong 
Nomor : 111/SK.KPPS/PPS.KANJILO/XI/2015 tanggal 17 
November 2015 yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa Kanjilo 
tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Ketua PPS 
Desa Kanjilo yang pada pokoknya Surat Keputusan tersebut yang 
menerangkan tentang Pengangkatan KPPS Dsa Kanjilo dimana 
didalam surat keputusan tersebut tertera pula nama Terdakwa II 
selaku KPPS TPS 9 Desa Kanjilo, Terdakwa III selaku KPPS TPS 
10 Desa Kanjilo, Terdakwa IV selaku KPPS TPS 8 Desa Kanjilo, 
Terdakwa V selaku KPPS TPS 7 Desa Kanjilo, dan Terdakwa VI 
selaku KPPS TPS 5 Desa Kanjilo, maka dengan demikian Majelis 
Hakim menyimpulkan unsur Setiap KPPS telah terpenuhi menurut 
hukum; 
b. Yang Tidak Menjaga, Mengamankan Keutuhan Kotak Suara, dan 
Menyerahkan Kotak Suara Tersegel Yang Berisi Surat Suara, Berita 
Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara 
Kepada PPK pada Hari Yang Sama 
Menimbang, bahwa dalam Unsur ini memiliki beberapa alternatif 
perbuatan diantaranya “tidak menjaga, tidak mengamankan 
keutuhan kotak suara dan tidak menyerahkan kotak suara yang 
tersegel kepada PPK pada hari yang sama.” Hal ini berarti cukup 
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hanya dengan salah satu unsur perbuatan saja yang terbukti maka 
seseorang telah memenuhi unsur yang dimaksud; 
Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 
2015 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
– Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota baik di dalam bunyi pasal maupun di dalam 
penjelasannya tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud 
dengan “ tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan 
menyerahkan kotak suara tersegel kepada PPK pada hari yang 
sama. Akan tetapi Majelis Hakim dapat menarik makna serta 
menyimpulkan kalimat tersebut diatas yaitu pada pokoknya bahwa 
kota suara pemilihan umum yang telah disegel baik sebelum dan 
sesudah dilakukan pmungutan suara adalah bagian yang vital yang 
tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses pemilihan umum, 
sehingga kotak suara dan isinya tersebut bersifat wajib untuk dijaga 
dan diamankan oleh setiap anggota KPPS dengan tidak sembarang 
membuka kotak suara yang tersegel maupun merubah isi yang 
terdapat di dalam kotak suara; 
Menimbang, bahwa Terdakwa II, III, IV, V, dan Terdakwa VI 
membuka masing – masing kotak suara pada TPS nya oleh karena 
hendak mengambil formulir C1 Kwk yang berada di dalam kotak 
suara dimana sebelumnya diperintahkan oleh Terdakwa 1 untuk 
mengambil foemulir C1 Kwk sebab akan digunakan oleh Terdakwa 
1 untuk dibawa ke PPK Kecamatan. Bahwa pada saat Para 
Terdakwa membuka kotak suara tersebut tidak disaksikan oleh 
Panwas maupun keseluruhan Saksi dari calon pasangan Bupati dan 
Wakil Bupati Gowa dan pada saat setelah dilakukan pembukaan 
kotak suara tersebut selanjutnya Saksi ST Nuraeni merasa 
keberatan dan kemudian pada saat situasi mulai kacau dating 
anggota PPK dan kemudian dibuatkan surat keterangan tentang 
pembukaan kotak suara tersebut. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para 
Terdakwa tidak merubah hasil rekap suara yang terdapat di dalam 
masing – masing kotak suara TPS nya pada saat membuka kotak 
suara TPS nya pada saat membuka kotak suara tersebut dan tidak 
ada perubahan terkait jumlah suara di TPS – TPS Desa Kanjilo 
dengan pada saat dilakukan rekap suara di tingkat PPK Kecamatan 
hingga rekap suara tingkat KPU Kabupaten Gowa; 
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati delik 
pasal 193 ayat (5) Undang – Undang RI Nomor 8 tahun 2015 
tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 
Undang RI Nomor 1 tahu 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota, maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut 
merupakan bentuk dari sebuah delik Formil yaitu delik atau 
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perbuatan pidana dianggap selesai jika perbuatan yang dirumuskan 
telah dilakukan atau selesai dilakukan tanpa lagi melihat akibat dari 
perbuatan tersebut; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan para 
Terdakwa dengan membuka kotak suara yang telah disegel dengan 
tidak melalui proses sebagaimana mestinya yaitu yang seharusnya 
dihadiri atau disaksikan oleh Panwas dapat dikualifikasikan sebagai 
suatu bentuk delik Formil artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa 
tersebut bukan dilihat akibat yang akan dituju akan tetapi melihat 
dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu membuka 
kotak suara yang telah disegel dan diberi kunci tanpa melalui 
prosedur yang ditetapkan oleh undang – undang; 
Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan 
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para 
Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan 
tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebab 
nyata – nyata Para Terdakwa telah membuka kotak suara yang 
telah tersegel maupun yang tidak tersegel tersebut tanpa melalui 
prosedur yang ditentukan oleh undang – undang, sehingga dengan 
demikian unsur Yang Tidak Menjaga, Mengamankan Keutuhan 
Kotak Suara, dan Menyerahkan Kotak Suara Tersegel Yang Berisi 
Surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil 
Perhitungan Suara Kepada PPK pada Hari Yang Sama telah 
terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa; 
c. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta 
melakukan 
Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP 
dinyatakan dihukum sebagai pelaku yaitu : 
1) Orang yang melakukan ( Pleger ) 
2) Orang yang turut melakukan ( Medepleger ) 
3) Orang yang menyuruh melakukan ( Doen Pleger ) 
4) Membujuk melakukan perbuatan itu ( Uitloker )  
Menimbang, bahwa yang “ melakukan / dader ”adalah seorang 
pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan 
dalam “ turut melakukan / mededader ” terdapat 2 (dua) orang atau 
lebih pelaku yang bersama – sama melakukan tindak pidana; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 
sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya, pada pokoknya 
bahwa Para Terdakwa selaku PPS dan KPPS masing – masing 
telah melakukan perbuatan membuka kotak suara pada masing – 
masing KPPS yang dipimpinnya tanpa melalui prosedur yang telah 
ditetapkan undang – undang, sehingga dengan demikian perbuatan 
Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan orang 
yang melakukan, sebab masing – masing dari Para Terdakwa 
membuka sendiri kotak suara dari TPS yang menjadi tanggung 
jawabnya selaku ketua KPPS, sehingga dengan demikian Majelis 
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Hakim berpendapat bahwa unsur Yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan serta turut serta melakukan telah terpenuhi pula oleh 
perbuatan Para Terdakwa; 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para 
Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; 
Keadaan Yang memberatkan : 
a. Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat; 
Keadaan Yang Meringankan : 
a. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 
b. Para Terdakwa belum pernah di hukum; 
c. Perbuatan Para Terdakwa didasarkan karena ketidaktahuan Para 
Terdakwa karena kurangnya bimbingan tekhnis; 
d. Perbuatan Para Terdakwa tidak merubah hasil rekapitulasi suarra 
baik di tingkat PPK maupun KPU Kabupaten Gowa; 
e. Para Terdakwa sebagai KPPS bagaimanapun juga berjasa dalam 
suksesnya penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Gowa; 
 
5. Amar Putusan 
Dalam perkara dengan nomor : 345/Pid.sus/2015/PN.Sgm Majelis 
Hakim memutuskan : 
M E N G A D I L I 
a. Menyatakan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN, 
terdakwa 2. MUH THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. 
ABD.RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias 
DG SIJAYA Bin PATA DG LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias 
IPUL Bin DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana Tidak Menjaga, dan Mengamankan Keutuhan Kotak 
Suara, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda masing 
– masing sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan; 
c. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika 
dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain 
disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana 
sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir; 
d. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :  
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1) 5 (lima) buah kotak suara dari TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan 
TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong, Kab. Gowa dikembalikan 
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa;  
2) Video Rekaman berdurasi 2 (dua) menit dan 18 (delapan belas) 
detik tentang kejadian pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, 
TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong, Kab. 
Gowa;  
3) Berita Acara Pemindahan isi kotak suara tanggal 12 Desember 
2015;  
4) Berita Acara Pembukaan segel kotak suara tanggal 12 
Desember 2015;  
5) Berita Acara Model C Kwk TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan 
TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong, Kab. Gowa;  
6) 1 (satu) bundel Surat Keputusan pengangkatan PPS dan KPPS 
Pemilihan Bupati  Kab. Gowa;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara; 
e. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). 
 
B. Pembahasan 
1. Koordinasi antar anggota Sentra Penegakan Hukuk Terpadu 
dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah 
Sentra gakkumdu yang merupakan forum kesepahaman yang terdiri 
dari 3 (tiga) lembaga hukum yakni Panwaslu , Kepolisian dan kejaksaan 
. Ketiga lembaga tersebut menangani temuan dan laporan yang telah 
Panwaslu terima sebelumnya dari masyarakat. Sebelum wadah Sentra 
Gakkumdu terbentuk, ada kesulitan bagi pengawas Pemilu dalam 
menindaklanjuti temuan atau pelaporan pidana Pemilu. Misalnya, ada 
beberapa kasus yang diteruskan oleh pengawas Pemilu, tapi ditolak 
Kepolisian karena dinilai tidak cukup bukti. 
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Pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu 
dicantumkan pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 MoU Sentra 
Gakkumdu yang mengatur bahwa : 
Pasal 8 
(1) Dalam hal hasil kajian awal Pengawas Pemilu atas laporan 
dan/temuan merpakan dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran 
Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Tindak Pidana 
Pemilihan maka dilakukan pembahasan. 
 
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) menghasilkan 
kesimpulan, dapat berupa dugaan : 
a. Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden, dan Tindak Pidana Pemilihan yang 
memenuhi syarat formil dan materil; 
b. Bukan Tindak Pidana Pemilu, bukan Pelanggaran Pidana 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan bukan Tindak Pidana 
Pemilihan; 
c. Perbuatan melawan hukum lainnya. 
 
(3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada 
Pengawas Pemilu untuk diteruskan kepada instansi yang 
berwenang. 
Pasal 9 
(1) Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, dan Tindak Pidana Pemilihan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu. 
 
(2) Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, dan Tindak Pidana Pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam 
Standar Operasional Prosedur Sentra Gakkumdu. 
 
(3) Dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari 
perwakilan yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, dan harus diselesaikan 
paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya 





(1) Hasil kegiatan dan data/informasi berkaitan dengan penanganan 
Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden dan Tindak Pidana Pemilihan dilaporkan secara 
berjenjang mulai dari Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sampai 
dengan Sentra Gakkumdu Pusat secara periodik dan/atau insidentil. 
 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara 
manual dan/atau sarana elektronik.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan Penulis, Pak Tasrip selaku 
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gowa Tahun 2015 
mengatakan bahwa Sentra Gakkumdu adalah suatu forum diskusi para 
penegak hukum terpadu yaitu Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. 
Terpadu dalam hal ini dapat dikatakan cara pembahasan kasus yang 
dilakukan dengan cepat. Panwaslu Kabupaten Gowa menerima 
laporan pelanggaran Pemilu Pemilihan yang berasal dari masyarakat 
umum, dan menerima hasil temuan dari pengawas Pemilu. Laporan itu 
kemudian dikaji apakah itu merupan sebuah pelanggaran atau bukan 
pelanggaran. Terhadap laporan yang bukan merupakan pelanggaran 
maka laporan tersebut selesai dengan sendirimya, dan diserahkan 
kepada pihak pelapor. Terhadap laporan yang merupakan pelanggaran 
dilakukan pengkajian kembali untuk mengetahui bahwa pelanggaran 
tersebut termasuk ke dalam pelanggaran administrasi, pelanggaran 
kode etik, maupun pelanggaran pidana. Kemudian pelanggaran pidana 
tersebut dikaji kembali apak termasuk ke dalam pidana umum, ataupun 
pidana khusus yaitu terkait pilkada. Dalam hal Laporan dan Temuan 
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yang diduga merupakan Tindak Pidana Pemilu, setelah menerima 
laporan atau Temuan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu, 
Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu. 
Menyangkut soal koordinasi di dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten 
Gowa, kordinasinya berjalan dengan baik dan lancar, karena terhadap 
Laporan Pelanggaran Pilkada yang diterima oleh Panwas itu sendiri, 
langsung diadakan koordinasi dengan pihak polisi dan kejaksaan baik 
itu pertemuannya dilakukan di dalam kantor maupun dii luar kantor. Hal 
ini dibuktikan dengan diterimanya penghargaan tentang Penanganan 
Sentra Gakkumdu Cepat di Sulawesi selatan.56 
Kemudian, Aipda Andi M. Akbar, selaku anggota Sentra Gakkumdu 
sekaligus anggota Polres Gowa mengatakan bahwa dalam Sentra 
Gakkumdu Panwaslu melakukan koordinasi bersama instansi terkait 
yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani setiap pelanggaran 
pemilu yang terjadi pada tiap tahapannya yaitu dengan mengundang 
Pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang termasuk dalam forum Sentra 
Gakkumdu. Pengawas Pemilu menyampaikan Laporan atau Temuan 
kepada Sentra Gakkumdu Sekaligus sebagai undangan Rapat 
Pembahasan Sentra Gakkumdu. Hasil dari Rapat Pembahasan 
tersebut jika merupakan suatu pelanggaran pidana maka akan 
menghasilkan  Rekomendasi dituangkan dalam berita acara 
                                                          
56 Hasil Wawancara Penulis dengan Tasrif, S.H>, M.H., selaku Ketua Panitia Pengawas 
Pemilu Kabupaten Gowa Tahun 2015, Pada Tanggal 25 Juli 2016, Pukul 17.00 WITA. 
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pembahasan Sentra Gakkumdu. Berikut pola penanganan tindak 
pidana pemilu yang meliputi : 
a. Penerimaan Pengkajian dan Penyampaian Laporan atau Temuan 
Dugaan Tindak Pidana Pemilu Pada Pengawas Pemilu.  
b. Pengkajian Awal Laporan atau temuan oleh Pengawas Pemilu  
c. Penyampaian Laporan dan Temuan kepada Sentra Gakkumdu.  
d. Membuat rekomendasi yang di tuangkan dalam berita acara 
Pembahasan Sentra Gakkumdu.  
Pertukaran Data dan Informasi terjadi bila Pelanggaran Tindak Pidana 
Pemilu ini telah memenuhi unsur materil dan formil, juga sesuai hasil 
rekomendasi Sentra Gakumdu untuk dilanjutkan kepada penyidik 
tingkat Kepolisian. Sehingga data-data dan Informasi yang dimiliki oleh 
Panwaslu yang berkenaan dengan adanya Laporan atau Temuan 
Pelanggaran Pidana, harus di serahkan kepada pihak Kepolisian, 
Begitu juga kepada pihak Kejaksaan sebagai penuntut umum untuk 
ditindaklanjuti. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ada 
beberapa yang tidak dilanjutkan ke Kepolisian dikarenakan tidak 
memenuhi Unsur Materil atau Formil. Laporan dan Temuan lain yang 
termasuk dalam Pelanggaran Administrasi telah di selesaikan sesuai 
dengan Peraturan dan PerUndang-Undangan yang berlaku.57  
                                                          
57 Hasil Wawancara Penulis dengan Aipda Andi M. Akbar, selaku anggota Sentra Gakkumdu 
sekaligus anggota Polres Gowa Pada Tanggal 19 Mei 2016, Pukul 08.30 WITA. 
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Aipda Andi M. Akbar juga mengatakan bahwa Pelaksanaan 
kegiatan Sentra Gakkumdu di Kabupaten Gowa, pada dasarnya tidak 
pernah mengalami hambatan atau kendala dalam proses rangkaian 
kegiatannya. Hal ini selaras dengan pandangan Akp. Ridwan 
Saennong, S.H., M.H., karena jalinan koordinasi antar lembaga yang 
harmonis, dan kondusif sehingga kerja-kerja Sentra Gakkumdu dalam 
hal menangani Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ini berjalan dengan 
lancar.58 
Selain itu, Muh. Syukur, S.H., selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri 
Sungguminasa juga berpendapat keberadaan Sentra Gakkumdu 
sangat positif dimana perkara Pilkada memiliki waktu penanganan yang 
relative singkat sehingga memerlukan proses pemeriksaan yang cepat. 
Koordinasi yang dilakukan oleh tiga instansi terkait penanganan 
tersebut sudah sangat baik. Mengingat suatu pelanggaran pemilu dapat 
dikategorikan sebagai pelanggaran pidana, ketika 3 ( tiga ) instansi 
terkait sudah melakukan rapat pembahasan dan sepakat untuk 
melanjutkan proses pidananya. Sehingga perkara tersebut ketika 
diserahkan kepada pihak Penyidik dalam hal ini Kepolisian melalui 
proses penyelidikan terlebih dahulu, dan juga sudah dinyatakan 
memenuhi unsur materiil maupun formil tindak pidana oleh ketiga 
instansi terkait. Hal ini menyebabkan pelimpahan perkara dari pihak 
                                                          
58 Hasil Wawancara Penulis dengan Akp. Ridwan Saennong, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres 
Gowa Pada Tanggal 18 Mei 2016, Pukul 15.30 WITA 
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Kepolisian ke Kejaksaan berjalan lancar dan tidak memerlukan alur 
yang bolak balik. Sehingga proses penanganan yang waktunya relative 
singkat dapat terealisasi dengan baik.59 
Mengenai kendala yang dialami dalam penanganan pelanggaran 
pidana pilkada, baik dari pihak Panwaslu Kabupaten Gowa, Kepolisian 
Resort Gowa, dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa mengatakan 
bahwa tidak ada kendala yang dialami. Namun, system dalam hal ini 
peraturan perundang-undangan yang membatasi waktu penanganan 
yang sangat singkat dan juga membatasi penanganan mereka 
mengingat dalam aturan mengenai money politik tidak dapat di proses 
oleh sentra gakkumdu dikarenakan tidak adanya sanksi yang 
ditetapkan. Oleh karena itu para pihak yang tergabung dalam sentra 
gakkumdu mengharapkan agar dilakukannya perubahan kembali 
terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, serta memberikan 
penjelasan yang mendetail terhadap unsur – unsur dalam ketentuan 
pasalnya sehingga tidak menimbulkan multitafsir.  
Terkait kasus yang Penulis angkat dalam skripsi ini, terhadap 
laporan tersebut pihak Panwas langsung melakukan pengkajian 
mengingat Pengawas Pemilu menyampaikan Laporan  kepada Sentra 
Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua 
puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya Laporan atau Temuan 
                                                          
59 Hasil Wawancara Penulis dengan Muh. Syukur, S.H., selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri 
Sungguminasa Pada Tanggal 19 Mei 2016, Pukul 10.00 WITA. 
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dugaan Tindak Pidana Pemilu. pihak Kepolisian khususnya Aiptu Andi 
M. Akbar, S.H., mengatakan bahwa kasus tersebut diproses kurang 
lebih 2 (dua) minggu oleh pihak Kepolisian, mengingat pihak Kepolisian 
langsung melaksanakan penyidikan atau pemeriksaan lanjutan dimana 
para tersangka dimintai keterangan yang dituangkan dalam Berita 
Acara Pemeriksaan, karena penyelidikan telah dilakukan oleh 
Panwaslu. Pada saat pemerikasaan awal yang dilaksanakan oleh 
Panwaslu para tersangka dimintai keterangan yang dituangkan di 
dalam Berita Acara Introgasi. Selain itu berkas perkara tersebut telah 
dinyatakan P21 ( lengkap ) oleh Penuntut Umum. Hal ini juga 
dibenarkan oleh Muh. Syukur, S.H., yang mengatakan bahwa alasan 
berkas perkara tersebut langsung dinyatakan P21 ( lengkap )  
mengingat kasus ini telah diperiksa atau ditindaklanjuti terlebih dahulu 
dalam Forum Sentrs Gakkumdu sehingga segala hal mengenai 
Pembuktian di persidangan telah dibahas secara detail oleh 3 ( tiga ) 
instansi tersebut. Hal ini lah yang mempercepat jalannya Proses 
Penanganan Tindak Pidana Pemilihan, mengingat Undang-undang RI 
Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI 
Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Wali Kota (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 
2015 ) juga mengamanatkan bahwa Proses Penanganan Tindak 
Pidana Pemilihan dilakukan dengan cepat. 
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2. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 
: 345/Pid.sus/2015/PN.Sgm  
Proses pengumpulan bukti itu oleh Panwaslu Kabupaten Gowa 
bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Kejaksaan untuk 
menindaklanjuti kasus tersebut yang telah masuk dalam ranah tindak 
pidana pemilu. Persidangan kasus ini jaksa yang kemudian memanggil 
Saksi – saksi yang bersangkutan untuk didengar keterangannya. Saksi 
yang dimaksud adalah orang yang orang yang mempunyai informasi 
mengenai suatu kejahatan melalui indera mereka seperti penglihatan, 
pendengaran, penciuman, sentuhan dan dapat menolong memastikan 
pertimbangan - pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau 
kejadian. Saksi tersebut adalah ST. Nuraeni Dg Takilo, Makmur alias 
Dg. Muang Bin Abd. Salam, Munir Dg. Bella, S.Sos Bin Nambung , Amir 
Lalang Bin Muru Dg. Lalang, Syamsuddin Dg. Rapi, Mansyur alias Dg. 
Tika Bin Baso Dg. Lau, dan Sunandar Bin M. Dg. Leo. Selain saksi 
Penuntut Umum juga mengajukan Ahli antara lain Sukman Yunus, 
S.ag, M.M., selaku Devisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan 
Pengawasan KPUD Kabupaten Gowa, dan Zainal Ruma, S.Pd, M.M., 
selaku Ketua KPUD Kabupaten Gowa. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan 
terhadap perkara Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm, dalam 
putusannya menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan Jaksa 
75 
 
Penuntut Umum telah terbukti sebagai suatu perbuatan yang 
merupakan Tindak Pidana Pilkada 2015 sebagaimana catatan tindak 
pidana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 
8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 1 
tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang 
perumusannya sebagai berikut : 
Pasal 193 ayat (5) merumuskan Setiap KPPS yang tidak menjaga, 
mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara 
tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan 
sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 
(delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam 
juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta 
rupiah).  
 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merumuskan : “Mereka yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 
melakukan perbuatan.”  
 
Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, dapat ditarik unsur-
unsur yang ada dalam pasal tersebut antara lain: 
a. Setiap KPPS 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam 
Undang - undang Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang 
dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara;  
Dalam perkara ini dapat disimpulkan dari keterangan Saksi – 
saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan 
bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa SK 
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kanjilo, Kecamatan 
Barombong Nomor : 111/SK.KPPS/PPS.KANJILO/XI/2015 tanggal 
17 November 2015 yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa 
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Kanjilo tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Ketua 
PPS Desa Kanjilo yang pada pokoknya Surat Keputusan tersebut 
yang menerangkan tentang Pengangkatan KPPS Dsa Kanjilo 
dimana didalam surat keputusan tersebut tertera pula nama 
Terdakwa II selaku KPPS TPS 9 Desa Kanjilo, Terdakwa III selaku 
KPPS TPS 10 Desa Kanjilo, Terdakwa IV selaku KPPS TPS 8 Desa 
Kanjilo, Terdakwa V selaku KPPS TPS 7 Desa Kanjilo, dan 
Terdakwa VI selaku KPPS TPS 5 Desa Kanjilo. 
Dengan Demikian Penulis berpendapat unsur ini telah terpenuhi. 
b. Yang Tidak Menjaga, Mengamankan Keutuhan Kotak Suara, dan 
Menyerahkan Kotak Suara Tersegel Yang Berisi Surat Suara, Berita 
Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara 
Kepada PPK pada Hari Yang Sama 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam 
Unsur ini memiliki beberapa alternatif perbuatan diantaranya “tidak 
menjaga, tidak mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak 
menyerahkan kotak suara yang tersegel kepada PPK pada hari 
yang sama.” Hal ini berarti cukup hanya dengan salah satu unsur 
perbuatan saja yang terbukti maka seseorang telah memenuhi 
unsur yang dimaksud; 
Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota baik di dalam bunyi pasal maupun di dalam penjelasannya 
tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “ tidak 
menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan 
kotak suara tersegel kepada PPK pada hari yang sama.” Akan tetapi 
Majelis Hakim dapat menarik makna serta menyimpulkan kalimat 
tersebut diatas yaitu pada pokoknya bahwa kota suara pemilihan 
umum yang telah disegel baik sebelum dan sesudah dilakukan 
pemungutan suara adalah bagian yang vital yang tidak terpisahkan 
dari satu rangkaian proses pemilihan umum, sehingga kotak suara 
dan isinya tersebut bersifat wajib untuk dijaga dan diamankan oleh 
setiap anggota KPPS dengan tidak sembarang membuka kotak 
suara yang tersegel maupun merubah isi yang terdapat di dalam 
kotak suara; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan 
Para Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai 
perbuatan tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara 
sebab nyata – nyata Para Terdakwa telah membuka kotak suara 
yang telah tersegel maupun yang tidak tersegel tersebut tanpa 
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melalui prosedur yang ditentukan oleh undang – undang, sehingga 
dengan demikian unsur Yang Tidak Menjaga, Mengamankan 
Keutuhan Kotak Suara, dan Menyerahkan Kotak Suara Tersegel 
Yang Berisi Surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara dan 
Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Kepada PPK pada Hari Yang 
Sama telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa; 
 
Terkait unsur Pasal 193 ayat (5) dalam UU No. 8 Tahun 2015 
meskipun di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota baik di dalam bunyi pasal maupun di dalam penjelasannya 
tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “ tidak 
menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan 
kotak suara tersegel kepada PPK pada hari yang sama.” Akan 
tetapi, ketentuan makna kata menjaga dan mengamankan dapat 
ditemukan di literatur-literatur yang lain. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan kata “menjaga” diartikan;1 
menunggui (supaya selamat atau tidak ada gangguan); 2 mengiringi 
(untuk melindungi dari bahaya); mengawal; 3 mengawasi sesuatu 
supaya tidak mendatangkan bahaya; mencegah (bahaya, 
kesukaran, kerugian); 5 mempertahankan keselamatan 6 
memeliharakan; merawat. Sedangkan kata “mengamankan” 
diartikan; 1 menjadikan tidak berbahaya, tidak rusuh (kacau, 
kemelut, dsb); 2 menjadikan tenteram; 3 melindungi; 
menyelamatkan; 4 menjinakkan (ranjau, granat, meriam); 5 
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menyimpan atau menyembunyikan supaya tidak diambil orang; 6 
menahan orang yg melanggar hukum demi keamanan umum dan 
keamanan orang itu dr kemungkinan tindakan main hakim sendiri. 
Penulis berpendapat ketentuan Pasal 193 ayat (5) tehadap 
Perbuatan Para Terdakwa yang membuka Kotak Suara pada 
Tanggal 9 Desember 2015 dapat termasuk kedalam yang 
menyatakan “yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak 
suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat 
suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil 
perhitungan suara kepada ppk pada hari yang sama”, dengan 
Penjelasan sebagai berikut : 
“Kata tidak menjaga dapat ditafsirkan yaitu proses pembukaan 
kotak suara tidak dilakukan dengan perosedur yang jelas yakni tidak 
menghadirkan para saksi pasangan calon, Kepolisian, Panwaslu 
dan dibuatkannya berita acara pembukaan kotak suara yang 
menjadikan peroses pembukaan kotak suara ini bersifat tidak 
bersifat transparan dan akuntabel. Sehingga keinginan untuk tidak 
merusak, menciderai, mengubah, mengurangi dan menambah data, 
dokumen dan informasi didalam kotak suara tidak tercapai;  Kata 
tidak mengamankan keutuhan kotak suara dapat ditafsirkan yaitu 
bahwa dengan membuka kotak suara tanpa Prosedur yang jelas 
meskipun tidak terjadi perubahan hasil suara terhadap Para 
Pasangan Calon, karena keutuhan kotak suara dilihat dari Kotak 
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suara tersegel yang didalamnya berisi surat suara, berita acara 
pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.” 
Sehingga Penulis sepakat bahwa Perbuatan Para Terdakwa 
dinyatakan Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan 
bersalah melakukan tindak pidana Tidak Menjaga, dan 
Mengamankan Keutuhan Kotak Suara, sebagaimana dalam 
dakwaan Penuntut Umum. 
c. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta 
melakukan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam Pasal 
55 ayat (1) ke – 1 KUHP dinyatakan dihukum sebagai pelaku yaitu 
: 
1) Orang yang melakukan ( Pleger ) 
2) Orang yang turut melakukan ( Medepleger ) 
3) Orang yang menyuruh melakukan ( Doen Pleger ) 
4) Membujuk melakukan perbuatan itu ( Uitloker )  
Berdasarkan fakta di persidangan pada pokoknya menyatakan 
bahwa Para Terdakwa selaku PPS dan KPPS masing – masing 
telah melakukan perbuatan membuka kotak suara pada masing – 
masing KPPS yang dipimpinnya tanpa melalui prosedur yang telah 
ditetapkan undang – undang, sehingga dengan demikian perbuatan 
Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan orang 
yang melakukan, sebab masing – masing dari Para Terdakwa 
membuka sendiri kotak suara dari TPS yang menjadi tanggung 
jawabnya selaku ketua KPPS, sehingga Penulis sependapat 
dengan Majelis Hakim bahwa unsur Yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan serta turut serta melakukan telah terpenuhi 
pula oleh perbuatan Para Terdakwa; 
 
Demikian Hakim memutuskan perkara tersebut dengan 
memperhatikan Pasal 193 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 8 tahun 
2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 
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Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan 
Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini bahwa : 
a. Menyatakan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN, 
terdakwa 2. MUH THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. 
ABD.RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias 
DG SIJAYA Bin PATA DG LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias 
IPUL Bin DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana Tidak Menjaga, dan Mengamankan Keutuhan Kotak 
Suara, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda masing 
– masing sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan; 
c. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika 
dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain 
disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana 
sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir; 
d. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :  
1) 5 (lima) buah kotak suara dari TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan 
TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong, Kab. Gowa dikembalikan 
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa;  
2) Video Rekaman berdurasi 2 (dua) menit dan 18 (delapan belas) 
detik tentang kejadian pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, 
TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong, Kab. 
Gowa;  
3) Berita Acara Pemindahan isi kotak suara tanggal 12 Desember 
2015;  
4) Berita Acara Pembukaan segel kotak suara tanggal 12 
Desember 2015;  
5) Berita Acara Model C Kwk TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan 
TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong, Kab. Gowa;  
6) 1 (satu) bundel Surat Keputusan pengangkatan PPS dan KPPS 
Pemilihan Bupati  Kab. Gowa;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara; 
e. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). 
 
Menurut hemat Penulis didasarkan gambaran kasus Tindak Pidana 
Pemilihan di atas dengan putusan Nomor : 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm 
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adalah bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa 
dikualifikasikan sebagai suatu bentuk delik Formil artinya bahwa 
perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan dilihat akibat yang akan dituju 
akan tetapi melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa 
dan juga delik Ommisi yang artinya delik yang mengancam pidana 
terhadap sikap yang tidaak berbuat sesuatu  (perbuatan pasif). 
Mencermati kembali penerapan ketentuan unsur-unsur tindak pidana 
pemilihan dalam UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 1 Tahun 2015 
Tentang Pilkada tidak sama dengan kebijakan perumusan dalam KUHP 
karena ternyata rumusan tindak pidana mengalami perluasan bukan 
saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subyek, 
seperti peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Pejabat negara, 
Pemerintah, dan Peradilan, serta lain sebagainya. Demikian juga 
dengan ancaman sanksi pidana, rumusannya cenderung 
menggunakan sistem kumulatif, yakni antara pidana penjara dan 
pidana denda yang rentan perbedaan sanksi minimal dan sanksi 
maksimal cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan ciri-ciri 
menggunakan kata-kata “dan” dalam sanksi pemidanannya. Dalam hal 
ini, berdasarkan asas Lex Spesialis derograt Legi Generalis maka 
dalam dakwaan Tindak Pidana Pemilihan, ketentuan ketentuan yang 
digunakan adalah hanya ketentuan di dalam UU No. 8 Tahun 2015 jo. 
UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada dan yang dilakukan Penuntut 
Umum dengan konsisten menggunakan UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU 
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No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada sebagai dakwaan Tindak Pidana 
Pemilihan sudah tepat. 
Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan dan di tuntut untuk mempunyai keyakinan 
berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang 
tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang yang 
mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam 
Republik Indonesia. Seberat atau seringan apapun pidana yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama 
tidak melebihi batas maksimum dan minimum pemidanaan yang 
diancamkan oleh pasal dalam undang-undang tersebut. 
Dalam kasus ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara dan 
denda yang paling ringan bagi terdakwa, yaitu pidana penjara selama 
6 (enam) bulan dan denda masing – masing sebesar Rp. 6.000.000 
(enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 1 
(satu) bulan; dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika 
dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan 
karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 
percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang 
menangani perkara ini, yaitu Sigit Triatmojo, S.H, bahwa putusan 
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Majelis Hakim harus dapat memenuhi unsur keadilan bagi setiap pihak, 
walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif yang tidak dapat 
diukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum 
menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan 
aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, sisi korban kejahatan, 
keluarga pelaku dan korban kejahatan serta lingkungan masyarakat 
yang tentunya diresahkan oleh kejadian tersebut. Pelaksanaan sanksi 
pidana masa percobaan yang kami berikan itu juga suatu bentuk 
hukuman. Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 
percobaan tersebut dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh 
Para Terdakwa karena ketidaktahuan mereka bukan karena 
kesengajaan. Selain itu tujuan Para Terdakwa melakukan tindakan 
tersebut bukan untuk merubah hasil suara, melainkan untuk mengambil 
berkas yang seharusnya ada diluar kotak suara namun oleh Para 
Terdakwa di masukkan ke dalam kotak suara. Kalua berbicara keadilan 
terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan 
tersebut sudah adil bagi Para Terdakwa terlepas dari memenuhi 
keadilan publik mengingat substansi keadilan itu berbeda-beda. 
Mengenai efek jera untuk pelaku tindak pidana pemilu tidak ada yang 
dapat menjamin karena pemilu dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam 5 
tahunnya. Intinya ada pada kesadaran terhadap pelaku tersebut, hanya 
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kesadaran diri sendiri yang bisa memberikan teguran untuk tidak 
mengulangi perbuatannya di pemilu yang akan datang.60 
Pemahaman tersebut berbeda dengan analisis Penulis. Menurut 
hemat Penulis salah satu tujuan dari pemidanaan adalah memberikan 
efek jera bagi pelaku tindak pidana berbanding terbalik dengan 
komentar hakim diatas. Seperti halnya hukuman yang diberikan justru 
berbanding terbalik dengan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa. 
Pasal 193 yat (5) yang menegaskan tentang hukuman penjara yang 
akan dijalani karena telah melanggar pasal tersebut adalah minimal 6 
(enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan 
penjatuhan putusan oleh hakim, terdakwa hanya menjalani masa 
percobaan. Dimana pada masa percobaan, terdakwa tidak ditahan dan 
tidak dapat berbuat tindak pidana dalam bentuk apapun. Hal ini bertolak 
belakang dengan suatu ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2015. Penulis 
menganggap bahwa hukuman tersebut tidak akan menjamin adanya 
efek jera kepada para pelaku tindak pidana pemilu khususnya kepada 
praktisi pemilu. Mengingat yang melakukan Tindak Pidana ini adalah 
Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Mengenai pernyataan Majelis Hakim 
bahwa tindakan tersebut Para Terdakwa lakukan atas dasar 
ketidaktahuan mereka, Penulis tidak sependapat dengan pernyataan 
tersebut mengingat berdasarkan Buku Panduan PPK dan PPS telah 
                                                          
60 Hasil Wawancara Penulis dengan Sigit Triatmojo, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Pada Tanggal 23 Mei 2016, Pukul 14.00 WITA. 
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jelas menyatakan jenis berkas yang ada di dalam kotak suara maupun 
yang ada di luar kotak suara.61 Di dalam buku tersebut juga 
menyatakan bahwa PPS tidak diperkenankan untuk membuka kotak 
suara tersegel.62 Sehingga menurut Penulis seharusnya Para 
Terdakwa harus menjalani hukuman pidana penjara, bukan hanya 
Percobaan sebab penerapan ketentuan Undang – Undang harus tegas 
pemberlakuannya sesuai tindak pidana yang dilakukan dan lebih 














                                                          
61 Buku Panduan PPK dan PPS. hlm. 1 dalam http://www.dinus.ac.id/pilkada/kpu-
jateng/v2009/download/Panduan-PPK.pdf diakses pada tanggal 23 Juli 2016, Pukul 15.30 WITA. 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Koordinasi para pihak Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa dalam 
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah 
Kabupaten Gowa Tahun 2015 telah terjalin harmonis, dan kondusif 
sehingga kerja-kerja Sentra Gakkumdu dalam hal menangani 
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ini berjalan dengan lancar. 
Sehingga pada dasarnya tidak pernah mengalami hambatan atau 
kendala dalam proses rangkaian kegiatannya.  
2. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 
345/Pid.sus/2015/PN.Sgm yaitu bahwa Tindak Pidana yang dilakukan 
oleh terdakwa dikualifikasikan sebagai suatu bentuk delik Formil dan 
juga delik Ommisi. Mencermati kembali penerapan ketentuan Tindak 
Pidana Pilkada berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 Jo. UU No. 1 Tahun 
2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan KUHP, 
sudah tepat. Terkait hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu 
pidana percobaan, Penulis menganggap bahwa hukuman tersebut 
tidak akan menjamin adanya efek jera kepada para pelaku tindak 





Adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai hasil penelitian yang 
penulis peroleh sebagai berikut : 
1. Perlunya dilakukan revisi tehadap Undang-undang RI Nomor 8 tahun 
2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 
Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Wali Kota, dengan memperhatikan harus ada aturan tegas untuk 
bisa menindak pelanggaran politik uang maupun mahar politik, harus 
ada penjelasan unsur – unsur ketentuan pasal sehingga tidak 
menimbulkan multitafsir, serta harus kembali mengkaji proses 
penanganan pelanggaran pidana mengingat proses penanganan 
pelanggaran pidana tersebut sangat cepat. 
2. Penulis mengharapkan penerapan hukum untuk kasus tindak pidana 
pemilu harus lebih mengutamakan pemberian efek jerah agar pelaku 
tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena dapat kita lihat pada 
prakteknya, pidana penjara masih sangat sulit diterapkan yang ada 
hanyalah hukuman percobaan yang menurut penulis itu masih belum 
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